
WALIKOTA SURAKARTA

PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHKOTASURAKARTA

TAHUNANGGARAN 2011

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTASURAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (I)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada hunlf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2011;

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa TImur, Jawa Tengah, Jawa Barat
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara RepubHk lndonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985



tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang·Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2\ Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndoneisa Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

tentang
Republik

Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844);



JO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepUblik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara RepUblik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 40901;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RepUblik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4712).



-,-

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 45751;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
RepUblik lndonesia Nomor 5155);

21. Peratumn Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4577);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
MinimaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593):



·;.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4624);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara I Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara RepUblik lndonesia Nomor 4738);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001
tentang Visi Dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kelja Perangkat Daerah Kota
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010
tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kota
Surakarta Tahun 20lO-2015 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 121



35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2010 Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA

WALIKOTASURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA
DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN ANGGARAN 2011

BAB'

,KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uruaan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantu an dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APSD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.



BABII
LAPORANKEUANGAN

Pasal 2

(1) Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah I Perusahaan
Daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (I} hurufa Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp 1.029.523.688.529,00
b. Belanja Rp 982.645.954.738,00

Surplus Rp 46.877.733.791,00

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 56.684.600.172,00

- Pengeluaran ,R"P'--cii7"'iiB;;5.6~.O"7~2c. 7"'"Bp'",,OO
Pembiayaan Neto : Rp 48.828.527.454,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebagai berikut:
(I) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp 24.265.150.529,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp 1.005.258.538.000,00
b. Realisasi ";;R~p--"1."O"209~.55i2"3,,.6TB.B".~5,,2ii9~,O,,,O

Selisih lebih Rp 24.265.150.529,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 71.266.912.731,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja

setelah perubahan: Rp 1.053.912.867.469,00
b. Realisasi Rp 982.645.954.738,00

Selisih kurang: Rp 7L.266.912.731 ,OO



(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp 95.532.063.260,00 dengan rineJan
sebagai berikut:
a. Surplus/Defisit

setelah perubahan (Rp 48.654.329.469,00)
b. Realisasi Rp 46,877.733.791,00

Selisihlebih: Rp 95.532.063.260,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp 2.837.625.159,00 dengan
rincian sebagai berikut:
a. Anggaranpenerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 59.522.225.331,00
b. Realisasi Rp 56,684.600.172,00

Selisihkurang Rp 2.837.625.159,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp 3.011.823.144,00 dengan
rincian sebagaiberikut:
a. Anggaranpengeluaranpembiayaan

setelah perubahan: Rp 10.867.895.862,00
b. Realisasi Rp 7.856.072.718,00

Selisihkurang: Rp 3.011.823.144,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp 174.197.985,00 dengan rincian sebagai
berikut:
8. Anggaranpembiayaanneto

setelah perubahan Rp 48.654.329.469,00
b. Realisasi Rp 48.828.527.454,00

Selisihlebih Rp 174.197.985,00

BagianKedua
Neraca

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf b
per 31 Desember2011 sebagaiberikut:
a. Jumlah aset Rp6.599.131.230.894,94
b.Jumlah kewajiban Rp 47.226.493.994,13
c. Jumlah ekuitas dana Rp6.551.904.736.900,81

BagianKetiga
LaporanArusKas

Pasal 6

LaporanArus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember2011 sebagai berikut:



• ••

a. Saldo kas awal per
1Januari 2011 Rp 43.971.159.594,00

b. Arus kali bersih dari
aktivitas operasi Rp 175.087.585.754,00

c. Arus kas bersih dari aktivitas
investasi non keuangan (Rp 128.209.851.963,00)

d. Arus kas bersih dari
aktivitas pembiayaan Rp 4.868.788.985,00

e. Arus kas bersih dari
aktivitas non anggaran Rp 59.742.877,00

r. Saldo kas di tangan
Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

g. Saldo kas di tangan
Bendahara Penerimaan Rp 18.478.425,00

h. Saldo kas akhir
per 31 Desember 2011 Rp 95.724.739.670,00

Bagian Keempat
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 7

catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat
infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.

BAB 1II
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban
dimaksud dalam Pasal
Daerah ini, terdiri dari:

pelaksanaan APeD sebagaimana
2 tersebut dalam Lampiran Peraturan

a. Lampiran [
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Laporan Realisasi Anggaran
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, dan kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, dan
kegiatan;

Lampiran r.3



Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran l.8

Lampiran 1.9

Lampiran LIO
Lampiran 1.11

b. Lampiran II
c. Lampiran 111
d. Lampiran IV

• lO·

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya:
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahlln
anggaran berikutnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Neraca.
Laporan Arus Kas.
Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasa19

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah I Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam Lampiran V dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BABIV
PENUTUP

Pasal 10

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertarlggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 1I

Peraturan Daemh ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
dalam Lembaran Daerah KotaSurakarta.

memerintahkan
penempatannya

- 11 •

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 9 Jv\i ~OI.2

WALIKOTA SURAKARTA,

Diundangkan di Surakarta
pad tanggal \'1 Jv\i :0\;1.

5 ETARIS DAERAH
ASURAKARTA 0

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN d-Ol:t NOMOR 6

f

!
i
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